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Keganjilan Pilkada
Komisi || Akan Evaluasi

Sistem Kotak Kosong

ANGGOTA Komisi 1T DPR
Ahmad Irawan menyoroti ke-
menangan kotak kosong di se-
jumlah daerah pada Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) yang
diselenggarakan 27 Novem-
ber lalu. Kemenangan kotak
kosong ini dinilai anomali dan
tidak masuk akal.

“Menangnya kotak kosong
merupakan suatu dinamika
sosial politik yang harus dicer-
mati. Seharusnya jika memang
rakyat menginginkan kepe-
mimpinan alternatif. maka
gerakan tersebut telah dimulai
dan harus ada scjak proses
pencalonan,” ucapnya.

Irawan menegaskan. se-
seorang dapat dicalonkan
melalui jalur perseorangan
(independen) atan melalui
jalur partai politik. Adanya
calon perseorangan ini meru-
pakan realitas baru dan telah
menimbulkan suatu kesadaran
konstitusional tentang adanya
kesempatan perorangan untuk
dipilih secara langsung oleh
rakyat dalam pilkada.

“"Awal dilaksanakannya
Pilkada. basis pencalonan
hanva melalui oleh partai poli-
tik. Mamun karena dinamika
sosial, terdapat tafsir baru
yang memberikan hak kepada

perseorangan untuk men-
calonkan diri sebagai kepala
daerah,” kata lrawan.

Secara konstitusional, sam-
bungnya, harus disadari bahwa
calon perscorangan pun dibe-
bani kewajiban persyaratan
Jumlah minimal dukungan ter-
hadap calon yang bersangkutan
yvang mau maju dalam Pilkada.

Karena partai politik juga
dibebani syarat minimum du-
kungan kursi di DPRD atau
jumlah perolehan suara mini-
mal tertentu untuk mengajukan
pasungan calon.

“Banyak dacrah dan Pilkada
pada tahun 2024 vang menggu-
nakan bentuk dukungan partai
politik dengan basis jumlah
perolchan suara partai politik
karena lebih mudah. bukan
kursi di DPRD.” bilangnya.

[rawan bilang, syarat du-
kungan ini mutlak diperlukan
agar warga negara yang maju
dalam pemilihan bersungguh-
sungguh dalam mengikun
proses pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut sebagai upaya
untuk menjaga nilal dan keper-
cayaan rakyat terhadap proses
Pilkada dan demokrasi. Jika
tidak. kepercayaan rakyat ter-
hadap sistem demokrasi akan
run. W KAL



